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TENTAMNG
TINDAK LANJUT PERUBAHAN BATAS USIA PENSIUN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG FEMBERHENTIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAFAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

A, Umum

Berdasarkan Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit
Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagl Pejabat Fungsional, periu menyampaikan petunjuk
kepada Para Pejabal Fembina Kepegawaian Pusat, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengenai
tindak lanjut pelaksanaan dan pembayaran gaji Fegawai Neger Sipil berkenaan dengan
perubahan batas usia pensiun dalam peraturan perundang-undangan tersebut,

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman/petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepagawsian dalam menindakianjuti
perubahan batas usia pensiun Pegawal Megeri Sipll dan bagi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Megara dalam melaksanakan pembayaran gaji kepada Pegawal Negeri Sipil
yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggl (setara dengan jabatan struktural esefon | dan
eseion ll), Jabatan Administrasl (setara dengan jabatan struktural eselon 11| ke bawah), dan
Jabatan Fungsional sesuai Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Megara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai
Megen Sipil Yang Mencapai Batas Lisia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional,

C. Ruang Lingkup
1. Pelaksanaan ketentuan batas usia pansiun dan pembayaran gaji bagi Pegawal Negeri Sipil
yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggl,
£. Pelaksanaan ketentuan batas usla pensiun dan pembayaran gaji bagl Pegawai Negeri Sipil
vang menduduk: Jabatan Administrasi: dan
3. Pelakzsanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagl Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki Jabatan Fungsional,



0. Dasar

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Momor 6 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 5494,

Peraturan Pemarintah Momor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
FPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013
Momeor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5423).

Peraturan Pemerintah Momor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawal Neger Sipil
Yang Mencapal Batas Usia Pensiun Bagl Pejabat Fungsional {Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2014 Momaor 58),

Peraturan Menier Keuangan Nomor 190/PME0S2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomaor 1181),

Surat Kepala Badan Kepagawalan Negara Nomor K_26-300.7-3/840 tanggal 17 Januarn
2014 perihal Batas Usia Pansiun Pegawsai Negeri Sipil.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Megara Nomor K.26-300 28-6/92 tanggal 11 Maret
2014 perihal Penjelasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (FNS) Yang Masih Bersedia/Tidak
Bersedia Lagi Melaksanakan Tugas

Surat Kepala Badan Kepegawaian Megara Nomor C | 26-30/ 43.9/06 tanggal 16 April
2014 perihal Pelaksanaan Batas Usia Pensiun (BUP} sesual Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipid Negara.

Keteniuan Umum
i F

Aparatur Sipdl Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan peagawal pamarintah dengan perjanjian kerja yang diangkst oleh pejabal pembina
kepagawaiannya dan diserahi fugas dalam suatu jabatan pemenntahan atau diserahi fugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatl PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap cleh pejbat
pambina kepagawaian untuk menduduki abatan pemerintahan.

Jabatan Aparatur Sipll Negara terdin atas:

a. Jabatan Administrass

b. Jabatan Fungsional, dan

g. Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Administrasi terdinl atas:

a. Jabatan Administrator;

b, Jabatan Pengawas, dan

¢ Jabatan Pelaksana,

Jabatan Pimpinan Tinggi terdir atas.

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan

. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

PNS diberhentikan dengan hormat karena mancapai batas usia pensiun, yaitu:
a. 58 {lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Adminisirasi;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggl, dan

e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional,

FPenyetaraan jabatan PNS ditentukan:

a. Jabatan eselon la Kepala lambaga pemerintah nonkementenian sefara dengan Jabatan
Fimpinan Tinggi Mama;

Jabatan eselon |a dan eselon |b setara dengan Jabatan Fimpinan Tinggl Madya,
Jabatan eselon Il setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama;

Jabatan eselon I satara dengan Jabatan Administrator,

Jabatan eselon IV 2etara dengan Jabatan Pengawas; dan G‘E

sapno
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f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana.
sampai dengan berlakunya peraluran pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam
Undang Undang Aparatur Sipil Negara.

F. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi

1.

Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 (15 Januan 2014)
maka batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Pimpinan Tinggl Utama,
Flu}ahat Fimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang sebelumnya
dikenal sebagal pejebat strukiural eselon | dan eselon Il) adalah 60 (enam puluh) tahun
tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pembayaran gaji kepada FNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dihenlikan pada bulan berikulnya setelah pejabat tersebut mencapai usia 80
ienam puluh]) tahun.

Datam hal terdapat PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi belum berusia 60
(enam puluh) tahun, bedaku ketentuan sebagal berikut

a. apabila telah diberhentkan dari jabatannya dan belum diterbitkan sural keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud beriaku
batas usa pensiun dan diberikan pembayaran gajl sampai dengan usia 58 (lima puluh
delapan) tahun;

b. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh detapan) tahun
atau lebih, maka diberhentikan sebagal PNS dan dibentikan pembayaran gajnya
terhitung mulai tanggal 1 bulan berkutnya setelah pemberhentian darl jabatannya;

€. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan keputusan pemberhentian dengan
harmat sebagai PNS telah ditetapkan karena mancapal batas usia pensiun 58 (lima
puluh enam) tahun atau lebih dan pembarhantiannya sebagai PNS ditetapkan beriaku
terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, maka -

1} apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, bates usia pensiunnya adalah
58 (lima puluh delapan) tahun;

Z) apabiia tidak bersedia melanjutkan melaksanakan fugas, diberhentikan sebagai
FPNS lerhitung mulai akhir bulan yang barsangkutan mencapal batas usia pensiun

d. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka 1) dapat dibayarkan sampai
dengan usia 58 {lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1) apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS yang
barsangkutan tetah diterbitkkan dari satcer terkait, gajinya dapat dibayarkan kambali
sefelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya
dicabut/ditinjau kermibali;

2) apabila SKPP Gajl PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dar satker terkait,
gajinya dapal dibayarkan kembali setelah surat keputusan pembarhentiannya
sabagal PNS dicabul! ditinjau kembali,

e. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huref ¢ angka 2) dihentikan pembayarannya
mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentiannya sebagai PMNS.

Dalam hal terdapat PNS yang ssbelumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan

sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, beraku ketentuan

sehagai berikut:

A, apabila pada zaal berakhimyas masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun
barusia 58 (lima puluh delapan) tabun atau lebih, maka diberhentikan sebagai PNS
dan dihentikan permbayaran gajinya tarhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah
barakhirmya masa bebas tugss atau masa persiapan pensiun;

b. apabila pada saat berakhimya masa bebas fugas atau masa persiapan pensiun belum
berusia 58 {lima puluh delapan) tahun dan sural keputusan pemberhentian sebagal
FMNS belum diterbitkan serta bersedia metaksanakan lugas kembali, maka berfaku
batas usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampal mencapai usia 58 (lima pulub
delapan) tahun;

c. apabila pada saal berakhimya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum
berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemberhentian sebagai
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PHNS telah diterbitkan sera bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku batas
uz’mi pi:aﬂa-iun 38 (lima puluh delapan) tahun. Pembayaran gaji terhadap PNS tersebut
adalah;

1) apabila Sural Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS vang
bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkail, gajinya dibayarkan kembali
setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagal PNS dan SKPP-nya
dicabut/ditinjau kembal;

2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker
terkait, gajinya dibayarkan kemball setelah surat keputusan pemberhentiannya
sebagai PNS dicabut/ ditinjau kembak,

d. Apabia PNS sebagaimana dimaksud pada hursf b tidak bersedia melaksanakan
tugas kembali, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan berhent
kepada Kepala Badan Kepegawaian MNegaraMepala Kantor Regional Badan
Kepagawalan Nagara.

@. Apabia PNS sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ fidak bersedia melaksanakan
tugas kembali, maka Surat Keputusan Pemberhentiannya tetap beraku dan
pembayaran gajinya dihentikan mulai bulan berkutnya setelah pambarhentian PHS
vang bersangkutan.

3. Usul permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d

dizampaikan kepada kKepala Badan Kepegawaian Negara/Wepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan
Fepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagli PNS vang
berpangkat Pembina Utama Muds golongan ruang IVic ke atas dan Kepala Badan
Kepegawsian Negara/fepala Kantor Regional Badan Kepegawalan Negara bagi PNS
yang berpangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IVib ke bawah.

. Petaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaj bagi PNS yang
menduduki Jabatan Administrasi

%

Terhitung mulai saat bedakunya Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 (15 Janusr
2014) maka batas usia pensiun Pejabat Administrazi (Jabatan Eselon I, Jabatsn
Eselon IV, Jabatan Eselon V' dan Pelaksana) adalah 58 Tahun

FMNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pemberhentian dengan
hormat sebagai PHNS belum ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 55 (ima
puleh epnam) tehun serta pemberhenfisnnya beraku terhibung mulai akhir bulan
Januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, berlaku batas usia pensun dan dibayarkan
gajinya sampai mencapal usia 58 (lima puluh delapan) @hun.

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 fidak bersedia melanjutkan
berlugas sampai dengan usia 58 tahun, maka PM3S yang bersangkufan menyampaikan
usul parmohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/epala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Megara dengan menggunakan Sistemn Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjulnya ditetapkan oleh Presiden bagl PNS
yang berpangkat Pembina Wtama Muda golongan ruang IVic ke atas dan Kepala
Badan Kepegawaian Megara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian MNegara
bagi PM3 yang berpangkat Pembina Tingkat | gelongan ruang Vb ke bawah.

PMNE yang manduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pemberhentian dengan
hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (ima
puluh enam) tahun serta pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhifung mulai akhir
bulan Januan 2014 dan bulan-bulan berkutnya, maka pembayaran gajinya dihentikan,
Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Adminisirasi sebagaimana dimaksud pada
angka 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. apabila PNS yang bemangkulan bersedia melaksanakan tugas sampal usia 58
tahun, surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya dicabut/ditinjau kembali,
b. apabila PNS yang bersangkutan tidak bersedia melsksanakan lugas sampai usia
58 tahun maka surat keputusan pamberhentian dan pensiunnya tetap berlaku,
¢. Pambayaran kembali gaji PNS sabagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan:
1) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkai,
gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Kepulusan pemberhentiannya
sebagai PNS dan SKPP-nya dicabutidifinjau kembali, G‘f
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2) apabila SKPF Gaji PM3 yvang bersangkutan belum diterbitkan dari satker
terkait, gafinya dapal dibayarkan kembali setelah Sural Keputusan
pemberhentannya sebagai PNS dicabutiditinjau kembali,

H. Peiaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang
menduduki Jabatan Fungsional

1. Batas usiz pensiun PNS yvang menduduki Jabatan Fungsional yaitu:

b.

I

58 (lima puluh celapan) tehun bagl Pejabat Fungsional Ahli Muda dam Ahli Pertama

seria Pejabat Fungsional Keterampilann;

60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang mamanghu:

1) Jabatan Fungsional Ahli LHama dan Ahli Madya;

2) Jabatan Fungsional Apoteker;

1) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada  unit
pelayanan kesehatan negeri;

4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi vang ditugaskan sacara penuh pada wnit
pelayanan kesehatan negeri;

5) Jabatan Fungsional Dokiar Pandidik Klinis Muda dan Parama;

6) Jabatan Fungsional Madik Veleriner;

T  Jabatan Fungsional Penilik;

8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

8) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau

10) Jabatan Fungzional lain yang ditenfukan cleh Prasicen,

G5 (enam puluh ima) tahun bagl PNS yang memangku:

1) Jabatan Fungsional Penelit Utama dan Peneliti Madya yang ditlugaskan
sacara penuh di bidang penedifian;

&) Jabatan Fungsional Dokisr Pendidik Klinis Utama dan Madya;

1) Jabatan Fungsional Widyalswara WHama;

4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;

5) Jabatan Fungsional Perekayasa Ltama;

) Jabatan Fungsicnal Pustakawan Utama;

T) Jabatan Fungsional Franata Muklir Utama; atau

8) Jabatan Fungsicnal [ain yang diténtukan olah Fresiden.

PMS yang pada tanggal 30 Januar 2014 sedang menduduki Jabatan Fungsional
Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada hursf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat
diperpanjang sampal dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya
adalah 60 (enam puluh} tahun.

PMS yang diangkat setelah tanggal 30 Januar 2014 dalam Jabatan Fungsional Ahli
Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada huruf d, batas usia
pensiunnya adalah 58 (ima puluh delapan) tahun.

PMNS yang menduduki Jabatan Fungsional lain yang ditentukan Lindang-Lindang,
batas usia pensiunnya sesual ketentuan Undang-Undang berkenaan.

2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang berdasarkan ketentuan perundang-
undangan sabalum berlakunya Peraturan Pemerntah Momor 21 Tahun 2014 telah
mencapai batas usla pensiun pada akhir bulan Januari 2014 atau bulan-bulan
berikutnya:

a,

apabila belum diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS, maka
gapnya dibayarkan sampai dengan batas usia pensiun sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemarintah Nomor 21 Tahun 2014;

apabila belum dilerbitkan Sura! Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan
berdasarkan Peratluran Pemenntah Momor 21 Tahun 2014 mendapatkan
perpanjangan batas usia pensiun namun fidak barsedia lagi melaksanakan tugas,
maka PNS dimaksud harus mengsjukan permchonan pemberhentian dengan
hormat kepada Pejabat Pembina Kepegawsian.

apabiia telah diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS sena flidak
dicabutiditinjau kembali maka pambayaran gajinya dihentikan



d. apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ mendapatkan perpamjangan
batas wusia pensiun berdasarkan Peraluran Pemerntah Momor 21 Tabun 2014,
maka:

1) apabila SKPP Gaji PNS yang barsangkutan telah diterbitkan dari satker terkait,
gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya
sabagai PNS dan SKPP-nya dicabutiditinjau kembali;

2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dar satker
terkait. gajinya dapat dibayarkan kambali satelah Surat Keputusan
pemberhentiannya sebagal FNS dicabut/ditinjau kembali.

g. Usul parmohonan pemberbentian  sebagaimana dimaksed pada hurof b
disampaikan kepada Kepals Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang
barpangkat Pembina Litama Muda golongan muang IVic ke atas dan Kepala Badan
kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepepgawaian Megara bapgi
PMS yvang berpangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IVib ke bawah

I. Tata Cara Peninjauan Kemball Sural Keputusan Pembearhentian sebagal PNS

1. Peigbat Pembina Kepegawaian menyampalkan daftar nominalif yang berisi nama
seluruh PNS di lingkungan masing-masing yang menyatakan bersedia lagi
melaksanakan tugas, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara'Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar untuk meninjau kembali
Keputusan/Pertimbangan Teknis pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan
Kepagawaian Meagara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | dan Lampiran .

2. Penyampaian daftar nominatf sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima Kepala
Badan Kepegawaian Megara®epala Kantor Regional Badan Kepegawaian Megara
paling larmbat 3 (liga) bulan kalender sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan.

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara'Kepala Kantor Regional Badan Kepegawakan
Negara mancabut/meninjau kembali Keputusan Pembarhentian PNS yang mencapal
batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.

J. Tata Cara Pembayaran

1. Semua Surat Kepulusan kepegawaian yang terkait dengan pelaksanaan batas usia
pensiun dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus direkam dalam Aplikasi
GPP (Gaji Pegawai Pusat)

2. Pembayaran kembali gaji pagawai yang telah dihantikan sebagaimana dimaksud pada
bagian F angka 3 huruf d dan angka 4 huruf ¢, bagian G angka 5 huruf ¢, sarta bagian H
angka 2 huruf d, dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaj induk satker berkenaan
(dalam daftar gaji yang sama), sedangkan gaj yang belum diterima pada bulan
sabelumnya karena dihentikan pembayarannya diajukan sekaligus melalui SPM gaji
susulan yang diajukan secara terpieah.

3. Dwelam pembayaran gaji bagi PNS yang sebelumnya telah diterbitkan sural kepulusan
pemberhentian dan teftah diterbitkan SKPP, Kuasa Pengguna Anggaran hams
memastikan bahwa tidak terdapat pembayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada
FNS yang dibuktikan dengan Sural Pernyataan barmateral dangan format sabagaimana
dimaksud dalam lampiran I,

4, Untuk keperiuan pembayaran gaji sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, KPPMN agar mengunduh updale aplikasi
GPP pada alamat www.intra_perbendaharaan.go.id dan menyampalkan kepada satker
mitra kerjanya.

5. Tala cara pengajuan Sural Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Parintah
Pencairan Dana (SP2D) dilakukan dengan berpedoman pada ketenfuan yang mengatur
menganai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Megara

6. Pelaksanaan pembayaran, penghenfian pembayaran, dan pembayaran kembali gaji
PNS sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang
nomoer § Tahun 2014 menupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran. 0.3
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K FPenutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Bersama ini kepada satker

di wilayah kerjanya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat agar memberntahukan kepada seluruh unit kerja
masing-maging untuk menindakianjutl Surat Edaran Bersama ini

3. Kepala Kantor Wilayah Direkioral Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi
pelaksanaan Sural Edaran Bersama ini

Demikian untuk dipadomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Menien Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran

Dietapkan di Jakarta
pada tanggal 24 e 2014

5 DIREKTUR JENDERAL
42 PERBENDAHARARN,

N L %
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3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian

4. Deputi Bidang Mutas: Kepegawalan
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LAMPIRAN Il

SURAT EDAAAN BEFRSAMA,

CIREETUR JEMOERAL PERBEMDAHARAAN DEY
EEPELA BADAK KEPESAMWALW REGARS
HOMOR | 5E-19 PRZUIE

TANGGAL 1:&@&*;!&

TINCAE LANIUT PERUBAHAN RATAR LS PENSLIN BERDASAREAN
UNLORUHG UHDANG NOMOR. § TAHUN 2014 TENTARG AFARATUR SIPIL
HEGARA, DAN PERATURAN PEMERINTAH MOMOR 21 TAM 2014
TENTANG PEMEERHENTIAN PEGAWAI NEGERI ZPIL  vAMOD
WEERCAPA] BATAS REA PENSIUN BAGI PEJSBAT FUNGSIOMNAL

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

‘Yang bertandatangan dl bawah ini :

Nama e I v N S —
MNIP B A N e e R N b i e P P i e o
T . s i s S s o e e i s D s e
Jabatan - Kuasa Pengguna AnggaranfKepala Satuan Kerja ...............ccccevvvnn i, Pt

Sehubungan dengan pengajuan SPM LS Gaji Induk / Susulan PMS yang memperoleh

perpanjangan batas usia pensiun, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak terdapat pembayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada PNS yang
bersangkutan.

2. Kami bertanggung jawab dan bersedia untuk menyetor ke kas negara apabila teradi
pembayaran ganda.

Demikian pamyataan ini dibuat dengan sebenar-benarmya.

Kuasa Pengguna Anggaran/
Repala Satuan Kema _.........coccvemimnnn
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